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DASAR HUKUM

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah;

2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara;

3. PP No. 42 Th. 2004 tentang Pembinaan 
Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;

4. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
PNS;

5. PP No. 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen PNS;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat 
No.60 Tahun 2018  tentang Pedoman 
Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil 
Negara dilingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat



1.ASN adalah Profesi bagi PNS dan PPPK yg bekerja 

pada Instansi Pemerintah.

2.Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yg diangkat oleh 

PPK diserahi tugas dan digaji berdasarkanPeraturan

Perundang-undangan.

3.Jiwa Korps PNS adalah rasa Kesatuan dan persatuan,

kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi,

disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki

organisasi PNS dlm NKRI.



4. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan

perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan

pergaulan hidup sehari-hari.

5. Majelis Kehormatan Kode Etik PNS yg disingkat Majelis

Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi 

pemerintah yang bertugas melakukan penegakan

pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik

yang dilakukan oleh PNS. 



6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisanatau 

perbuatan PNS yg bertentangan dengan butir-butir jiwa 

korps dan kode etik. 

7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina

Kepegawaian atau Pejabat yang berwenanguntuk

menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk. 



LATAR BELAKANG
ü Untuk menciptakan PNS yang kuat, kompak dan bersatu padu,

memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang

tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai

unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, maka perlu adanya

pembinaan korps PNS, termasuk kode etiknya;

ü ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip antara lain

kode etik dan kode perilaku;

ü Kode Etik ASN adalah Pedoman sikap dan tingkah laku dan

perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dan pergaulan

hidup sehari-hari.



Kode Etik ASN

Kode Etik Pegawai ASN

yang selanjutnya disingkat

Kode Etik PNS adalah

pedoman sikap, tingkah

laku dan perbuatan baik

dalam melaksanakan

tugasnya dan pergaulan

hidup sehari-hari



Maksud Pembinaan

Kode Etik dan J iwa

Korps PNS
Pembinaan Kode Etik dan jiwa korps

Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk

meningkatkan perjuangan, pengabdian,

kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri

Sipil kepada negara kesatuan dan

Pemerintah Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.



Kode Etik bertujuan untuk:

Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan 

dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan 

kerja sama dan semangat pengabdian kepada 

masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan 

keteladanan Pegawai ASN;

Mendorong etos kerja Pegawai ASN untuk mewujudkan 

Pegawai ASN yang bermutu tinggi dan sadar akan 

tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara dan 

abdi masyarakat;

Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, 

kesadaran dan wawasan kebangsaan Pegawai ASN 

sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan 

bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Ruang Lingkup Kode Etik 
Pegawai ASN mencakup :

a.Nilai-nilai dasar bagi Pegawai ASN

b.Etika Pegawai ASN;

c.Kode Etik Organisasi Perangkat Daerah 

dan Kode Etik Profesi;

d.Majelis Kode Etik;

e.Hak dan Kewajiban Pelapor dan 

Terlapor; dan

f. Mekanisme Penegakan Kode Etik.



Tujuan Pembinaan 

Kode Etik dan J iwa Korps ASN

Pembinaan Kode Etik dan Jiwa Korps PNS bertujuan untuk : 

a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan

kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama

dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta

meningkatkan kemampuan, dan keteladanan PNS. 

b. mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang

bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai

unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat; 

c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan

wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan

dan kesatuan bangsa dalam NKRI.

d. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga 

martabat dan kehormatan PNS/ASN.



LINGKUP PEMBINAAN PNS

1. PROFESIONALISME

2. NETRALITAS

3. JIWA KORSA

4. KODE ETIK

5. DISIPLIN

PNS



Nilai Dasar Yang Harus Dijunjung 

Tinggi Seorang ASN

Nilai-nilai Dasar yg harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi: 

a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD1945; 

c. Semangat nasionalisme;

d. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan

pribadi atau golongan; 

e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan Perundang-undangan;

f.  Penghormatan terhadap hak asasi manusia; 

g. Tidak diskriminatif;

h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;

i. Semangat jiwa korps. 



KODE ETIK 

APARATUR SIPIL NEGARA

1. Nilai-nilai dasarbagiPegawaiASN

2. EtikaPegawaiASN;

3. KodeEtikOrganisasiPerangkatDaerah dan
KodeEtikProfesi;

4. MajelisKodeEtik;

5. HakdanKewajibanPelapordanTerlapor

6. MekanismePenegakanKodeEtik



Dalampelaksanaantugaskedinasandan
kehidupan sehari-hari setiap Pegawai
ASN wajib bersikap dan berpedoman
pada etika dalam bernegara, dalam
penyelenggaraanPemerintahan, dalam
berorganisasi, dalam bermasyarakat,
serta terhadap diri sendiri dan sesama
PegawaiASN.

KODE ETIK 

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA



KODE ETIK PNS

Setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada :

Ç Etika dalam bernegara.

Ç Etika dalam berorganisasi.

Ç Etika dalam bermasyarakat.

Ç Etika terhadap diri sendiri.

Ç Etika terhadap sesama PNS.



KODE ETIK PNS

Etika dalam bernegara :

a. melaksanakansepenuhnyaPancasiladanUUD1945; 

b. mengangkatharkatdanmartabatbangsadannegara;

c. menjadiperekatdanpemersatubangsadalamNKRI; 

d. mentaatisemuaperaturanPerundang-undanganyang berlakudalam

melaksanakantugas; 

e. akuntabeldalammelaksanakantugaspenyelenggaraanpemerintah 

yang bersihdanberwibawa; 

f. tanggap, terbuka, jujur, danakurat, sertatepatwaktudalammelaksa

nakansetiapkebijakandanprogram Pemerintah; 

g. menggunakanataumemanfaatkansemuasumberdayaNegara

secaraefisiendanefektif; 

h. tidakmemberikankesaksianpalsuatauketeranganyang tidakbenar. 



KODE ETIK PNS

Etika dalam berorganisasi :
a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku; 

b. menjaga informasi yang bersitat rahasia; 

c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang; 

d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; 

e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang

terkait dalam rangka pencapaian tujuan; 

f.  memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; 

g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; 

h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam

rangka peningkatan kinerja organisasi; 

i.  berorientasi pada upaya peningkatan kualias kerja. 



KODE ETIK PNS

Etika dalam bermasyarakat :

a. mewujudkan pola hidup sederhana; 

b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan 

santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; 

c.memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, 

dan adil serta tidak diskriminatif; 

d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; 

e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dalam melaksanakan tugas. 



KODE ETIK PNS

Etika terhadap diri sendiri :
a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidakbenar.

b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; 

c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun 

golongan; 

d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, 

keterampilan, dan sikap; 

e. memiliki daya juang yang tinggi;

f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani; 

g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; 

h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan. 



KODE ETIK PNS

Etika terhadap sesama ASN :
a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/

kepercayaan yang berlainan; 

b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS; 

c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal

maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar

instansi; 

d. menghargai perbedaan pendapat; 

e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil; 

f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; 



KODE ETIK INSTANSI DAN KODE ETIK PROFESI

ÇKode Etik Instansi ditetapkan PPK sesuai 

karakteristiknya 

ÇKode Etik Profesi ditetapkan Organisasi 

Profesi sesuai karakteristiknya

ÇKode Etik Instansi Dan Kode Etik Profesi tidak 

boleh bertentangan dengan Kode Etik PNS





MAJELIS KODE ETIK 

Susunan Anggota Majelis

Kode Etik meliputi :

a. Unsur Pengawasan ;

b. Unsur Kepegawaian ;

c. Pejabat lain yang di

tunjuk,



Ç Untuk Menegakkan Kode Etik di Bentuk Majelis Kode Etik. 

Ç Pembentukan Majelis Kode Etik di tetapkan oleh :

a. Gubernur, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh 

Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan II

b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan

olehJabatan Struktural Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu,

Pelaksana dan Calon Pegawai ASN dilingkungan Sekretariat Daerah

c. Kepala Perangkat Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik

dilakukan olehJabatan Struktural Eselon III, Eselon IV, Fungsional

Tertentu, Pelaksana dan Calon Pegawai ASN dilingkungannya.

MAJELIS KODE ETIK



MajelisKodeEtikmempunyaitugas:
Ç Melakukanpemeriksaanpendahuluterhadap

laporandan/ataupengaduanterkaitpelanggaran
KodeEtik;

Ç MelakukanpersidangandanMenetapkanJenis
PelanggaranKodeEtik;

Ç Membuatrekomendasipemberiansanksimoral, 
dan;

Ç MenyampaikanputusansidangMajeliskepada
pejabatyang berwenang

TUGAS WEWENANG 

MAJELIS KODE ETIK



MajelisKodeEtikberwenang:
Ç Memanggilpegawaiuntukdidenganketerangannyasebagai

Terlapor;
Ç Menghadirkansaksiuntukdidengarkanketerangannyaguna

kepentinganpemeriksaanuntukdidengar;
Ç MengajukanpertanyaansecaralangsungkepadaTerlapordan/atau

saksimengenaisesuatuyang  diperlukanberkaitandengan
pelanggaranyang dilakukanolehterlapor;

Ç Memutuskandan/ataumenetapkanTerlaporterbuktiatautidak
terbuktimelakukanpelanggaran;

Ç Memutuskandan/ataumenetapkansanksijikaterlaporterbukti
melakukanpelanggaranKodeEtik;dan

Ç Merekomedasikansanksimoral atautindakanadministratif.

TUGAS WEWENANG MAJELIS KODE ETIK



Ç Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS 
yang disangka melanggar kode etik. 

Ç Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang
bersangkutandiberi kesempatan membela diri. 

Ç Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. 

Ç Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil 
dengan suara terbanyak.

Ç Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.  

Ç Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang 
majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam 
memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepadaPNS 
yang bersangkutan.

MAJELIS KODE ETIK



Ç Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik 
oleh Pegawai ASN dapat melaporkan kepada unit kerja yang 
membidangi kepegawaian pada Perangkat daerah tempat 
Pegawai ASN bekerja;

Ç Laporan akan ditindaklanjuti apabila didukung dengan bukti yang 
diperlukan dan disertai dengan identitas yang jelas pelapor;

Ç Terhadap setiap laporan yang disertai bukti dan identitas pelapor, 
Majelis Kode Etik akan melakukukan pemeriksaan pendahuluan 
untuk menentukan apakah laporan tersebut termasuk dalam 
kategori pelangarat kode etik atau tidak;

Ç Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diduga kuat bahwa 
perbuatan Terlapor melanggar Kode Etik, maka Majelis Kode Etik 
akan melaksanakan sidang.

MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK



KESIMPULAN

Makna yang terkandung dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2004 tentang Pembinaan 

Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, 

apabila diamalkan dan 

dimplementasikan dalam kehidupan 

bernegara, berorganisasi, dalam 

kehidupan bermasyarakat, maka akan 

tercipta PNS yang memiliki dan 

menjunjung tinggi etika dan moral 

untuk melaksanakan tugas, pokok 

dan fungsi dalam upaya mewujudkan 

kepemerintahan yang baik ( good 

governance).




